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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH




SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3),
Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri
berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang
milik daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
perlu.  pedoman mengenai penjualan kendaraan
perorangan dinas guna tertib administrasi dan mendapat
kepastian hukum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat.

Diisi jenis persetujuan.

Diisi nomor urut.

Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.

Diisi nomor kode register barang.

Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5).
Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.

Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dil.

Diisi nilai harga satuan perolehan.

Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per
unit dan harga satuan per unit.

Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat
disusutkan.

Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai
penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.

Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi
tempat untuk tanah dan/atau bangunan.

Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.

Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.

Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.

Diisi nama jabatan Gubernur/Bupati/Walikota.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
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